
BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 
'I 

TAHUN 2OT2

TENTANG

PEDOMANTATAKEARSIPANDILINGKUNGANPEMERINTAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a- bahyl :"fTil#it l-L:'*"J"ffiH*ff H[ ??ffiffi%
Daerah, serta untuk menunjang peningkatan penyelenFgaraln

ad,ministrasi p.r""ri"t"t dan f"*trt gU.r".t di daerah perlu

adanya penyempurnaan t:lt;- kearsipan di lingkungan

Pemerintah KabuPaten Musi Rawas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
- 

t rr"f a , perlu *"rr"t"pk t, Peiaturan Bupati tentang Pedoman

TataKearsipandiLingkunganPemerintahKabupatenMusi
Rawas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkal II dan Kotapraja Sum3tla Selatan (Lembaren

NA;; RI Tihun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

RI Nomor 1821);

2.Undang.undangNomorg2Tahun2oo4tentangPemerintah
Daerah (kmb-aran Negara RI Tahun 2OO4 Nomor 125'

TambahanLembaranNegaraRINomor44ST)s9lailnana-telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang- Io-*ot
12 Tahun 2OOfi tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang

NomorS2TahunzooqtentangpemerintahanDaerah
(Lembaran Wegara RI Tahun 2OO8 Nomor 59' Tambahan

Lmbaran Negara RI Nomor aSaal;

3.Undang-UndangNomor43Tahun2oogtentangKearsipan
(l,embian ftld*" RI Tahun 2OOg Nomor 152' Tambahan

Lmbaran Negara RI Nomor 5O71);

4.Undang-undangNo4or12Tahun2ol|tentangPembentukan
peraturan perirraang- undangan (Iembaran Negara Tahun

2olt Nomor 82, TamSahan Lem-"bararl Negara j1 t'lOfrror 52341;

5. peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun tg79 tentang

Pen5rusutan ArdP (Lembaran Negara RI-T{yt A979 Nomor 51'

famUafran lentraran Negara RI Nomor 315U;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun fiOZ tentang
pembagian 

' 
LEilsan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintah tlaerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

f"U.rp"tnlKota(LembaranNegaraRITahun2OOTNomor32'
fambahan krflbaran Negara R[ Nomor 47371;
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T.KeputusanPresidenRlNomorlo5Tahun2oo4tentang
Pengelolaan ArsiP Stastis;

S.PeraturanMenteriDalamNegeriRINomor39Tahun2oo5
l;t""g Pedoman Tata Kearsipan Daerah;

g.PeraturanDaerahKabupatenMusiRawasNomorloTahun
2O1O tentang Pembatran Atas Peratrrran Daerah Kabupaten

Musi Rawas l,lomor 3 Tahun 2o1o tentang susunan organisasi

danTataxe4ar.embagaTeknisDaerahKabupatenMusiRawas
(kmbaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2O1O Nomor

10).

MEMUTUSKAN:

MCNCTAPKATT : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA KEARSIPAN DI

LINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENMUSIRAWAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Ihbupaten adalah Kabupaten Musi Rawas'

2. Bupati adalah Bupati Musi Rawas'

3. Unit Kerja adalah satuan Kerja Perangkat Daerah dan unit

SatuanKerjaPerangkatDaerahdiLingkunganPemerintah
KabuPeten Musi Rawas'

4. Pimpinan unit Kerja adalah pimpinan satuan Kerja Perangkat

DaerahdanUnitSattranKerjaPerang}atDaerahdi
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas'

5.Arsipadalahnakahdinasyangdibuatdanditerimaoleh
pimpinanunitkerjadilingkunganPemerintahKabupaten
Musi Rawas dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan

hrnggal maupun berkelompok, dalam rangta pelaksanaan

kegiatan Pemerintahan'
6. Arsip Dinas adalah arsip yang di pergunakan secara langsung

dalam perencanaan' pelaksanaan' penyelenggaraan

pemerintahanataudipergunat€nsecaralangsungddam
penyelenggaraan administrasi'

7. ir"ip Statis adatah arsip yang tidak laet dipergunakan

dalampelaksanaantugasdandisimpandiKantorArsip.
g. Arsip Aktif adalah arsip dinamis yang secara langsung dan

tertrsmenerusdiperlukandandipergunakandalam
penyelenggaraan administrasi'

g. Arsip Inaktif adalah arsip dinamis yang frekuensi

penggunaannyauntukpenyelenggaraanadministrasisudah
menurun.
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BAB II

JENIS ARSIP

Pasal 2

(1) Arsip di linglnrngan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

meliputi :

a. arsiP dinamis;
b. arsiP aktif;
c. arsrP inaktif;
d. arsiP statis.

(2)Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan

dinrang khusus.

BAB III

KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 3

(1) Pimpinan unit kerja melaksanakan tata kearsipan sesuai

dengan trrgas dan fungsi masing-masing unit kerja'

(2)Tata Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempergun"k-,karhrkendali,polaklasifikasidanjadwal
retensi.

Pasal 4

(1) Pola klasifikasi kearsipan sebagaimana dimalcsud dalam pasal

3 ayat (21 sebagai sarana penataan arsip yang disusun

berdasarkan tdasifftasi masalatr bidang trrgas unit kerja'

(2)Polaklasilikasisebagaimarradimaksudpadaayat(1),meliputi:
Umum;
Pemerintahan ;

Politik;
Kearnanan dan Ketertiban ;

e. Kesejatrtraan rakYat ;

f. Perekonomian;
Pekerjaan umum dan ketenagakerjaan ;

Pengawasan ;

Kepegawaian ;

Keuangan .

(3) pola klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 addatt

sebagaimana tencantrrm pada lampiran yang menrpakan

ba.gan tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini'

a.
b.
c.
d.

g.

h.
i.
j.
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Pasal 5

(1) pola klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (21

dapat dilakukan perubahan unhrk menampung masalatr baru'

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikart

oleh pimpinan unit keda kepada Bupati'

Pasal 6

(1)Jadualretensisebagaimarradimaksuddalampasal3ayat(2)
sebagai sarana penyusutan meliputi :

a. Pemindatran arsiP inalrtif;
b. PenYeratran arsiP statis; dan

c. Pemusnatran arsiP'

(2) Jadual retensi diatur sendiri oleh Bupati'

BAB TV

PEMBIINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Bupati meleksanalran pembinaan, bimbingan dan pengawasart

terhadap pelaksanaan tata kearsipan di linglnrngan

Pemerintatr I(abupaten Musi Rawas'

pelaksanaa, tata kearsipan di lingtungan Pemerintatr

Kabupaten Musi Rawas dilaksanakan sesuai perkembangan

dan kemajuan teknologi melalui modernisasi sistem kearsipart

Kementerian Dalam Negeri serta mempedomani Lampiran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2OOs

tentang Pedoman Tata Kearsipan di Daerah'

Pasal 8

Kartu kendali sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (21

sebagai sarana pengendalian meliputi :

a. Pengurusan naskatr dinas masuk;

b. Pengumsan naskah dinas keluar ;

c. PenyimPanan ;

d. Penemuan kembali ; dan
e. Peminjaman arsiP.

(1)

al
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BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal Yang belum cutmP diatur

sepanjang mengenai pelaksanaannya

oleh BuPati.

dalam Peraturan BuPati ini,
al€n ditetaPkan lebih lanjut

Pasal 1O

perahrran Bupati ini mulai berlalm pada tan*al diundangkan'

Agarsetiaporangmengetatruinya,memerintahkanPegundangart
peratrrran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ihbupaten Musi Rawas'

_ DitetaPkan di Pdembang

pada tanggal 3l 3.JU .2012

BUPATI MUSI RAWAS'

Diundangkan di Lubuklinggau,

pada tanggal 1( )ttt t 2Ol2

SEKRETARIS DAERAH

MUSI RAWAS

Nip.1957O7O4 198603 1 OOs

BERITA DAERAH IGBUPATEN MUSI RAwAS TAHUN 2oL2NoMoR"g?"

.RAIDUSYAHRI,SH.MM

.i,Pirrr"+- -



10. Ada beberapa masalah yang dapat diklasifrkasikan dengan dua macam kode, dan dua kode yang berlainan

itu sama-sama benar'

Contoh:

a. peraturan pernerintah rentang pensiun, bisa diklasifrkasikan dengan kode 188'31 Peraturan

Pemerintah atau 8E2.08 peraturan tentang penslun'

Masalah pemberhentian dengan pensiun (882)' diambatr dengan

Perundang-undangan (08)'

kode pembantu untuk Peraturan

t

b. penelitian penghas,an pamong desa, dapat diklasifrkasikan 070 (penelitian) atau 142'02 (Penelitian

penghasilan Parnong oesa;.. r"rasaiitrnyl- p""gt'""it* p"tong desa (la2) ditambah dengan kode

pemUaoto unfirk Penelitian (02)'

Kedua cara pengklasifikasian ini sama-sama benar' cara ini imaksudkan untukmemberi keleluasaan

pada penataan 6**. Jika penaaanb9** rt* Oifuf.uf* dengan cT q-e-'.g"lompolkan semua jenis

pemturan pernerintah, atau semua 
-i;-gt*" 

rynelitian, 
.uti ".tip 

diklasifikasikan tanpa kode

pembantu, tetapi jika p"o1ry b"rk* diiakukan u"roa"atlr" masalahny4 maka yang diklasifikasikan

ialah masalahnya ditambah dengan kode pombantu'

11. Tunjuk Silang.

Jikadijumpaisura!yangmengandungduamasala}rdanmasalahtersebutmempunyaitekananyangsama
berafiiya, maka dapat diausi d.n,ao id* ."-u* Fgr,t*juk silang'-SYal..tersebut diklasifikasikan

dengan aua r.oa".'satu kode diisikari'p"d;'i;rr, k;raari oanLtu kodJ hgi diisikan pada kart, tunjuk

silang.

Dengan demikian maka penemuan kembali surat dimaksud dapat dilakukan dari dua arah' surat

tentang: 
.p".run lh* *t * r.uo..is"ri; Jp"t Jru"ri kode 52r.5 (persawahan) dengan tunjuk silang:

475 (Transmigrasi) atau sebaliknya.. p"rr, aip[rrt"tit*, hahwa p"oggun*, tunjuk silang terbatas pada

masalah yang memang sangat penting'

12. lndeks kaitan.

untuk memudahkan menyelusuri kode-kode disusun lndeks kaitan. lndeks kaitan ini terdiri dan

himpunan nur"_.r",,,u masalah oi" ruii*v" vrng grd"f", daram pora klasifikasi, yang disusun urutan

abjad dengan diiil;i d;ru. luai aa"* riloJt [.it- i"at rca" ada di berakang masarah, sedangkan

dalam pole klastfikasi ada di o"pun vJrno"r." Lit"o dimaksudkan untuk memudahkan mencari masalah

dalam arsiP.

BI.JPATI MUSI RAWAS
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